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Purwokerto dan Purbalingga merupakan daerah yang berdekatan yang 
berada di Jawa tengah dengan karakteristik yang berbeda, kedua daerah sama-
sama pesat. Pertumbuhun kedua kota ini sama-sama sangat pesat, dan kebutuhan 
transportasi kedua kota ini juga sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
moda transportasi yang efektif, murah dan nyaman di kedua kota ini. BRT Trans 
Jateng hadir sebagai upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 
mewujudkan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, 
lancer dan terpadu di kedua kota tersebut. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa 
transportasi, BRT Trans Jateng memiliki tanggung jawab atas kewajiban untuk 
menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi ini, seperti 
yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
sedangkan dalam Islam ini merupakan bagian dari muamalah. Muamalah adalah 
suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa 
orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang menjadi pokok 
permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen 
pengguna jasa BRT Trans Jateng dan bagaimana perlindungan konsumen 
pengguna jasa BRT Trans Jateng perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilaksanakan di BRT Trans Jateng Koridor Purokerto 
Purbalingga. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara secara 
langsung, kuosiner yang dibagikan ke penumpang dan dokumentasi. Dalam 
mengalanisis data yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data 
sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan 
pembahasan yang menghasilkan kesimpulan. 
Setelah dilakukan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
praktek jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto 
Purbalingga ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam 
akad ijara>h.  BRT Trans jateng sebagai pelaku usaha dalam memberikan jasa 
layanannya telah mengupayakan terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna 
jasanya, dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat 
memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasanya.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan ekonomi pada 
suatu Negara atau bangsa ini sangat dipengaruhi oleh pengangkutan yang ada 
pada suatu Negara atau bangsa yang bersangkutan. Transportasi sebagai dasar 
untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta 
pertumbuhan industrialisasi.
1
 Transportasi sangat penting peranannya bagi 
daerah baik itu di perdesaan ataupun daerah semi perkotaan di negara-negaea 
berkembang, karena karena transportasi merupakan akses bagi masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam sehari-hari, serta 
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar dan 
jasa masyarakat dan lokasi tertentu serta peluang-peluang yang baru semuanya 
merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses pembangunan.
2
 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk 
di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sekitar 1.840.152 jiwa dengan laju 
pertumbuhan penduduk 0,82%.
3
 Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten 
Purbalingga sekitar 925.193 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,05%.
4
 
Pertumbuhan penduduk di kedua Kabupaten tersebut mengakibatkan 
                                                             
1
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bertambahnya pergerakan orang, barang dan jasa pada kedua Kabupaten 
tersebut dan sekitarnya. Penyediaan transportasi umum sangat diperlukan 
dalam perkembangan suatu daerah sebab aktifitas perjalanan orang, barang 
dan jasa terus meningkat seiring dengan berkembangnya pertumbuhan 
penduduk dan juga pembangunan. 
Bus Rapid Transit (BRT) merupakan alat transportasi yang sedang 
popular digunakan di kota-kota besar Indonesia untuk mengatasi kemacetan 
dan juga kebutuhan masyarakat.. Bus Rapid Transit (BRT) adalah salah satu 
model alat transportasi yang terintegrasi memberikan layanan lebih cepat dan 
efisien dibandingkan dengan alat transportasi sejenis lainnya. Bus Rapid 
Transit memiliki Rute tersendiri dan terintegrasi dengan baik. BRT 
menawarkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, efisiensi waktu dan biaya. 
Tarif yang terjangkau karena menggunakan tarif yang sama baik itu jauh 
maupun dekat. Contohnya adalah Jakarta dengan Bus Trans Jakarta, 




Purwokerto dan Purbalingga merupakan daerah yang berdekatan yang 
berada di Jawa tengah dengan karakteristik yang berbeda, kedua daerah sama-
sama pesat. Purwokerto yang memiliki slogan kota “Satria” dan yang dikenal 
dengan kota pusat bisnis, belanja dan Pendidikan, sedangakan Purbalingga 
dengan slogan “Perwira” berkembang menjadi pusat kota industri dan sebentar 
lagi memiliki bandara komersial, yaitu Bandar Jenderal Soedirman yang 
                                                             
5
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sebelumnya bernama bandara wirasaba.
6
 Pertumbuhun kedua kota ini sama-
sama sangat pesat, dan kebutuhan transportasi kedua kota ini juga sangat 
tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya moda transportasi yang efektif, 
murah dan nyaman di kedua kota ini. 
Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng hadir sebagai upaya dari 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan lalu-lintas 
dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancer dan terpadu. 
Dioperasikannya Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng di beberapa kota di 
Jawa Tengah ini sebagai bentuk penerapan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (2), dimana pemerintah daerah wajib 
menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang 
antarkota dalam provinsi. Kebijakan ini merupakan upasya dari pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang 
transportasi publik. 
Sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi, maka BRT Trans 
Jateng dalam pelayanannya memiliki tanggung jawab atas kewajiban untuk 
menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi ini. 
Dalam hal hubungan bisnis antara pihak BRT sebagai pelaku usaha dan 
penumpang atau pengguna jasa BRT sebagai konsumen, keduanya sama-sama 
memilik hak dan kewajiban serta perjanjian yang harus dipenuhi. Penumpang 
atau pengguna jasa memiliki kewajiban yang merupakan hak dari pihak BRT 
yang harus dipenuhi seperti membayar ongkos dan sebagainya. Begitupun 
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sebaliknya BRT memiliki kewajiban yang merupakan hak dari konsumennya 
diantara hak-hak yang harus dipenuhi adalah hak atas kenyamanan, keamanan 
dan keselamatan dalam menggunakan jasa tersebut.
7
 
Menariknya hal yang menjadi perhatian adalah masalah perlindungan 
konsumen pengguna jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng. Hal ini 
terbukti dengan pengguna jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans jateng masih 
ada yang tidak sesuai dengan apa yang harapkan oleh para penumpang atau 
konsumen pengguna jasa. Kendala yang terjadi di perjalanan seperti tempat 
penumpang menunggu hanya berupa halte yang berukuran kecil sehingga 
tidak mampu memuat semua penumpang. Banyak penumpang yang lebih 
memilih menunggu kedatangan Bus di sekitar halte. Saling serobot antar 
penumpang ketika terjadi penumpukan penumpang di halte bus.
8
  
Selain itu pengguna jasa BRT Trans Jateng juga mengeluhkan akan 
ketidak pastian kedatangan Bus BRT Trans Jateng di halte, sehingga membuat 
calon penumpang menunggu terlalu lama. Di sisi lain terdapat penumpang 
yang mengeluhkan karena tidak diturunkan di halte yang sesuai dengan yang 
di tuju.
9
 Dan satu lagi kekurangan mencolok dari BRT Trans Jateng Koridor 1 
Purwokerto-Purbalingga adalah pengaturan tempat duduk di dalam bus yang 
kurang ramah begi penyandang cacat khususnya pengguna kursi roda.
10
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Dari kejadian diatas dapat kita lihat betapa perlindungan konsumen 
pengguna jasa BRT Trans Jateng sangat penting secara legal untuk menjamin 
dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang 
dibeli. Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia 
memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
382. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini berlaku efektif 
pada tanggal 20 April 2000.
11
 Sebelum berlakunya UUPK, Indonesia tidak 
memiliki ketentuan hukum yang komprehensif dan integratif tentang 
perlindungan konsumen, berbagai peraturan yang sudah ada kurang memadai 
untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen.
12
  
Dalam Islam ini merupakan bagian dari mu‟amalah. Mu‟amalah 
merupakan hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam kata lain 
mu‟amlah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan 
seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13
 
Karena Mu‟amalah meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual 
beli, perkawinan, sewa menyewa, urusan persengketaan dan urusan 
pembagian waris.
14
 Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong 
untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak 
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lepas dari aturan-aturan syara’. Upaya dalam perlindungan konsumen di 
Indonesia didasarkan pada beberapa asas dan tujuan yang diharapkan mampu 
memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas 
kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan 
konsumen, asas keadilan yang di dalamnya asas keseimbangan, dan asas 
kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu 
menghilangkan segala bentuk perilaku dan hal-hal yang dapat merugikan 
konsumen.
15 
Sehingga dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng 
Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga perlu dan menarik untuk dikaji. Oleh sebab 
itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penilitian dengan judul PERLINDUNGAN KONSUMEN 
PENGGUNA JASA BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS JATENG 
KORIDOR 1 PURWOKERTO-PURBALINGGA PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” 
B. Definisi Operasional  
Guna menghindari kesalahpahaman tentang makna atau pengertian 
yang dipakai dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Pengguna 
Jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-
Purbalingga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poitif. Maka penulis akan 
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menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pengertian mengenai istilah 
yang terdapat dalam judul penelitian. 
1. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 
merugikan konsumen itu sendiri.
16
 Undang-Undang perlindungan 
konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala 




2. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng 
Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng adalah salah satu jenis alat 
transportasi publik di Jawa Tengah berupa bis dengan sistem yang 
terintegrasi dengan baik. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng 
memberikan layanan lebih cepat dna efisien dibandingkan dengan alat 
tranportasi sejenis lainnya. 
3. Hukum Islam 
Hukum Islam, secara istilah disebut juga hukum syara’ adalah 
hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang didalamnya 
mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan 
antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukalaf. Hukum syara’ 
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hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur‟an, 
as-Sunnah, Ijma’ dan Qiya>s. Hukum atas norma perbuatan yang tidak 
diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut hukum syara’. Misalnya 
kaidah-kaidah (norma) adat-istiadat, undang-undang atau hukum selain 
Islam.
18
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari al-
Qur‟an, Hadis, Ijma’ dan Qiya>s. 
4. Hukum Positif 
Hukum positif dapat disebut juga dengan ius constitutum yang 
artinya kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang 
berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau 
melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
19
 Dalam 
penelitian ini yang digunakan hukum positif adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka muncul beberapa 
permasalahan yang bisa di jadikan penelitian diantaranya : 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid 
Transit (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga ? 
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa BRT Trans 
Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif?  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 
tujuan antara lain : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna 
jasa Bus Rapid Transit (BRT) TransJateng Koridor Purwokerto 
Purbalingga. 
b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap 
pengguna jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga 
perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Secara Teoritis,  
Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi 
pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, 
memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada. 
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan dan kontribusi dalam rangka memperkaya 
khzanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan 
perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid Transit (BRT) 
Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
b. Secara Praktis  
Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 






kepada masyarakat luas dan terutama pemangku kebijakan berkaitan 
dengan perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid Transit 
(BRT) Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
E. Kajian Pustaka 
Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
Skripsi yang ditulis oleh Hana Afifah yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus 
Di Samsung Service Center Purwokerto)”. Pada karyanya ini, Hana Afifah  
membahas mengenai tentang perlindungan konsumen pasca layanan service di 
Samsung service center yang pada intinya salah satu upaya untuk menjaga 
agar tidak terjadi perselisihan antara antara pelaku usaha dan konsumen maka 
syari‟at Islam menetapkan adanya khiya>r, Perlindungan terhadap hak 
konsumen yang melakukan klaim kepada pihak Samsung service center ini 
sesuai dengan rukun dan syari‟at khiya>r dan diperbolehkan. Rukun dikatakan 
sesuai karena antara pelaku usaha dan konsumen sudah termasuk dalam 
kategori baligh, berakal dan mengerti, kemudian adanya sighat dan adanya 
barang atau objek yaitu sparepat. Sedangkan syaratnya sudah terpenehui 
semua dnegan adanya unsur rela antara pelaku usaha dan konsumen, yang 
berakad sudah baligh, berakal dan mengerti, ada manfaat barang atau jasa, 






digunakan untuk penggantian sparepat.
20
 Persamaan dengan karya tulis 
peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam. 
Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap 
perlindungan konsumen pada pasca pelayanan service, sedangkan penulis 
lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid 
Transit (BRT) Trans Jateng. 
Skripsi yang ditulis oleh Annisa Yuniawati yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Handphone 
SuperCopy (Studi Kasus di Media Sosial Instagram @wijayaharto, 
Yogyakarta)”. Pada karyanya ini Annisa Yuniawati membahas mengenai 
Analisis dalam Hukum Islam terhadap jual beli handphone supercopy di 
@wijayaharto Yogyakarta ini diharamkan karena menimbulkan banyak 
mudharat bagi masyarakat luas dan juga negara. Jual beli ini juga termasuk al-
muharram li ghaiirihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, 
tetapi pada kondisi tertentu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal 
atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada 
sesuatu yang diharamkan. Selain itu, dalam jual beli handphone supercopy ini 
juga mudharatnya dirasa lebih banyak dibanding manfaatnya. Dan apabila 
suatu perbuatan itu diperselisihkan halal haramnya, maka hendaklah 
dipandang kemadharatannya dan kemanfaatannya.
21
 Persamaan dengan karya 
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tulis peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum 
Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap 
perlindungan konsumen pada jual beli handphone supercopy, sedangkan 
penulis lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa Bus 
Rapid Transit (BRT) Trans Jateng. 
Skripsi yang ditulis oleh Riza Laely Ikayanti yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi 
Elektronik”. Pada karyanya ini Riza Laely Ikayanti membahas tentang 
perlindungan konsumen transaksi elektronik (e-commerce) sama seperti 
transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya, yaitu hak tanpa 
paksaan, kehalalan produk, kejelasaan informasi dan harga. Islam tidak 
mengenal siapa yang harus berhati-hati, melainkam kehati-hatian adalah hal 
yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan transaksi, dengan 
karakteristik e-commerce bagi konsumen maupun pelaku usaha harus 
menjauhi aktivitas jual beli yang dapat merugikan atau membahayakan kedua 
belah pihak karena dalam Islam Madharat itu harus dihilangkan.
22
 Persamaan 
dengan karya tulis peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau 
dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus 
terhadap perlindungan konsumen pada transaksi elektronik (e-commerce), 
sedangkan penulis lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna 
jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng. 
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Jurnal yang ditulis oleh Nurmasyithahziauddin yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi 
Jual Beli Online”. Pada karyanya ini Nurmasyithahziauddin membahas 
tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online di Indonesia 
yang masih banyak terjadinya penipuan dan pelanggaran hak-hak konsumen 
yang seharusnya di lindungi oleh negara. Dalam Islam pelaksanaan transaksi 
jual beli online sama dengan transaksi bai’ al-salam dalam hal penyerahan dan 
penerimaan barang. Islam memandang transaksi jual beli online boleh 
dilakukan selama tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. Dalam 
perlindungan konsumen dalam Islam dikenal dengan istilah khiyar artinya 
para pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang 
dilakukan. Di Indonesia masalah perlindungan konsumen telah di atur 
tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Persamaan dengan karya tulis peneliti adalah 
tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan 
perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap perlindungan 
konsumen pada transaksi jual beli online, sedangkan penulis lebih 
menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid Transit 
(BRT) Trans Jateng. 
Dari berbagai literatur-literatur diatas menunjukan bahwa penelitian 
tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Bus Rapid Transit (BRT) 






Hukum Positif masih pantas untuk di teliti karena sejauh penelitian peneliti 
balum menemukan hasil penelitian yang membahas tentang penelitian ini. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka 
penyusun Menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian 
sebagai berikut: 
Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
kajian Pustaka dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat 
yang dipergunakan dalam penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu 
penelitian yang lebih akurat. 
Bab Kedua menjelaskan pandangan umum tentang pengertian 
konsumen, dasar perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dan bentuk 
perlindungan konsumen menurut hukum Islam. Pengertian perlindungan 
konsumen, landasan hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan 
perlindungan konsumen dan hak-hak dan kewajiban konsumen menurut UU 
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Profil BRT Trans Jateng, 
visi dan misi BRT Trans Jateng, struktur organisasi balai transportasi Jawa 
Tengah dan rute dan halte BRT Trans Jateng. 
Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi, 
jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek 






Bab kempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi 
tentang Analisis pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa Bus 
Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Rute Purwokerto Purbalingga dan Analisis 
perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa BRT Trans Jateng Rute 
Purwokerto-Purbalingga perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap 
pertanyaan-pertantaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran 




PANDANGAN UMUM TENTANG IJA>RAH  SERTA PERLINDUNGAN 
KONSUMEN DAN BRT TRANS JATENG 
 
A. Ija>rah   
1. Pengertian ija>rah  
Secara etimologi ija>rah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-
Iwad atau pengganti dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala 
dinamai juga al-Ajru/upah.23 Menurut terminologi Ija>rah adalah suatu 
transaksi  sewa menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang 




Secara umum ija>rah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan 
dengan takaran yang diketahui dan dengan jangka waktu yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun secara syar‟i ija>rah adalah akad 
atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit 
selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi 




Menurut pandangan para ulama fikih dalam mendefinisikan ija>rah. 
Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan ija>rah adalah transaksi terhadap 
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suatu manfaat dengan suatu imbalan.
26
 Sedangkan menurut Ulama 
Madzhab Syafi‟iyah seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly 
dalam bukunya fikih muamalat menyatakan bahwa ija>rah adalah suatu 
jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat 
mubah dan boleh diambil manfaatnya, dengan cara memberi imbalan 
tertentu.
27
 Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ija>rah sebagai 




Pada dasarnya keempat ulama di atas memiliki kpandangan yang 
sama dalam pengertian ija>rah.  
Sedangkan menurut Sutan Remy al Ijarah adalah akad pemindahan 
hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang 
itu sendiri.
29 
Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 
akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu 
melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam 
waktu tertentu dengan imbalan jasa. 
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2. Dasar Hukum Ija>rah 
Hukum dalam Islam merupakan titah Allah yang berhubungan 
dengan perbuatan seseorang yang sudah berstatus mukalaf dalam hal 
melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram 
dan makruh) atau kebebasan perbuatan (mubah) atau dalam bentuk 
pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan sehingga tercapai suatu 




Kehendak Allah dalam hal ini berupa perintah-perintah, larangan, 
aturan-aturan dan ketetapan Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur‟an, 
kehendak Rasulullah SAW berupa perintah, larangan, aturan-aturan dan 
praktik perilaku Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadits dan 
kehendak ulil amri tercantum dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, atau dalam hasil karya mujtahid yaitu orang-orang yang 
memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad. Karena ulil amri 
memiliki kekuasaan berupa pemahaman dan juga ilmu pengetahuan untuk 
menetapkan dan mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber hukum 
utama yakni al-Qur‟an dan Hadits nabi Muhammad SAW.
31
 
Adapun dasar hukum ija>rah,ulama fikih berlandaskan pada sumber 
hukum Islam pada umumnya yakni: 
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Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi: 
 …َفِاْف اَْرَضْعَن َلُكْم َفٰاتُػْوُهنَّ اُُجْوَرُهنَّ …
…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka 
berikanlah imbalannya kepada mereka…
32
 
Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah 
kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang 
diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut. 
Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah 
dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis 
sewa-menyewa (ijara>h).33 
Firman Allah SWT dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi: 
رِيًّا  ْخ ا ُس ًض ْم بْع ُه ُض َذ بْع يتَِّخ اٍت ِل َرَج ٍض َد ْم فْوَؽ بْع ُه َض ا بْع َن َكَرفْع
  ۗ \ وفَ  ُع رٌ  ِمَّا ََيَْم يْػ    َكَرْْحَتُ  َربِّكَ  َخ
“...dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih 
baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
34
 (Q.S. al-Zukhruf : 32) 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan 
sebagaian manusia atas sebagaian yang lain, agar manusia itu dapat saling 
membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satunya dengan 
melakukan akad ija>rah (upah-mengupah), karena dengan akad ija>rah itu 
sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain. 
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Selain ayat al-Qur‟an, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan 
akad ijarah. Diantara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari 
Ibnu Aisyah ra. Bahwa : 
ك سلم كأبو بكر رجال من بين الديل مث من بين ھكاستأجر النيب صلى اهلل علی
ديةھر باؿھاديا خرتا اخلرت املاھعبد بن عبدي   
Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan 




Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijarah 
hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi’liyah Nabi Muhammad 
SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan 
yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi 
Muhammad SAW merupakan suri teladan yang baik untuk diikut. 
Para Ulama juga sudah berkonsesus (ijma’) bahwa akad ijara>h 
adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa 
ada seseorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan 
demikian tidak ada alasan untuk melarang akad ijara>h.36  
3. Rukun dan Syarat ija>rah 
a. Rukun ija>rah 
Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ija>rah itu 
senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuannya yang bisa menjamin 
pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta 
terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diingkan oleh agama. 
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Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 
dalam aktivitas ija>rah.37 Yakni: 
1) Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah mengupah. Mu’jir adalah orang yang 
menerima upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah orang 
yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 
menyewakan sesuatu di syaratkan mu'jir dan musta’jir adalah 
baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) 
saling meridhai. 
2) Sighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul sewa 
menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Ijab 
dan qabul ini mengungkapkan kehendak al-muta‘aqidain (dua 
pihak yang melakukan transaksi dan keterikatan keduanya dengan 
cara mensyari‟atkan yang tampak pengaruhnya ditempat 
transaksi. 
3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak 
baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah. 
4) Adanya manfaat  
b. Syarat ija>rah 
Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ija>rah baru dianggap 
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1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.  
2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya 
melakukan akad ija>rah.  Sebagaimana Allah SWT berfirman 
dalam surat an-Nisa:29: 
اِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِِتَاَرًة َعْن يَا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بيَنُكْم بِاْلبَ  
 تَراٍض ِمْنُكْم َكاَل تْقتُلوا أَنُفَسُكْم ِإفَّ اللََّه َكاَف ِبُكْم َرِحيًما
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil(tidak benar), 
kecuali dalam berdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
 39 
Berdasarkan ayat di atas Allah Swt. melarang hamba-
hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka 
atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui 
usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan 
judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori 
tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan 
pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut 
memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih 
mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah 
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3) Manfaat yang menjadi objek ija>rah harus diketahui, sehingga 
tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 
4) Objek ija>rah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung 
dan tidak ada cacat.  
5) Objek ija>rah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.  
6) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi menyewa, misalnya 
menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa 
atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji 
penyewa.  
7) Objek ija>rah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, 
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.  
8) Upah atau sewa dalam ija>rah harus jelas, tertentu, dan sesuatu 
yang memiliki nilai ekonomis. 
4. Macam-macam ija>rah 
Macam-macam ija>rah apabila dilihat dari segi objeknya dibagi 
menjadi dua macam, yaitu:
41
 
a. Ija>rah yang bersifat manfaat. Contohnya: sewa-menyewa rumah, toko, 
kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan 
syara’  untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan 
boleh dijadikan objek sewa-menyewa. 
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Dalam akad ija>rah yang bersifat manfaat, apabila terdapat 
cacat pada objek yang bisa mempengaruhi ujrah, maka penyewa 
memiliki hak khiya>r antara membatalkan akad ija>rah atau 
melanjutkan. Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah 
masa perjanjian, maka akad ija>rah menjadi batal. Sebab objek akad 
ija>rah yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak 
pemberi sewa tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan 
objek lain.
42
 Adapun syarat-syarat ija>rah yang bersifat manfaat yaitu:43 
1) Objek yang disewakan ditentukan secara spesifik, seperti 
menyewa dari barang yang disewakan. 
2) Objek yang disewakan harus ada dalam satu majlis akad dan 
disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak yang berakad 
pada saat akad ija>rah dilangsungkan. 
b. ija>rah yang bersifat pekerjaan,ialah dengan cara memperkerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ija>rah semacam ini 
diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan 
lain-lain, ija>rah bersifat kelompok (serikat). Ija>rah yang bersifat 
pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah 
tangga, tukang kebun dan satpam.
44
 
Dalam akad ija>rah yang bersifat pekerjaan, apabila terdapat 
cacat pada objek, tidak menetapkan hak khiya>r bagi penyewa. 
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Demikian juga jika objek akad mengalami keruaskan ditengah masa 
perjanjian, maka akad ija>rah tidak batal. Artinya, pihak yang 
menyewakan tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan 
jasa sesuai perjanjian hingga selesai.
45
 
Adapun syarat-syarat ija>rah yang bersifat pekerjaan, yaitu:46 
1) Menyebutkan kriteria jasa yang disewakan secara spesifik. 
2) Ujrah harus diserah-terimakan secara cash di majlis akad. 
Terkait dengan sewa menyewa (ija>rah) manfaat, seperti halnya 
sewa-menyewa tanah dan benda lainnya, asalkan benda tersebut 
dibolehkan menurut syara’ untuk dijadikan objek sewa-menyewa 
(ija>rah), maka para ulama fikih sepakat membolehkan. 
5. Tanggung Jawab dalam Ija>rah 
Setiap transaksi tentunya terdapat pertanggungjawaban yang harus 
dipenuhi karena adanya suatu perjanjian. Dalam ija>rah pun orang yang 
digaji/upah memiliki tanggung jawab. Semua yang dipekerjakan untuk 
pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkan pekerjaan 
masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat 
dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau 
tidak. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantinya dan apabila ada 
unsur kesengajaan atau kelalaian maka dia harus bertanggung jawab.
47
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Menurut ulama Hanafiyah, ija>rah adalah akad lazim yang 
didasarkan pada firman Allah SWT yang boleh dibatalkan. Pembatalan 
tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. 
Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ija>rah adalah akad yang 
lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang 
merusak pemenuhannya, seperti hilang manfaat. Jumhur ulama pun 
mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur‟an. Berdasarkan dua 
pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah, ija>rah batal dengan 
meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada 
ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi 
berpindah pada ahli warisnya.
48
 
Menurut Rahmat Syafe‟i hukum ija>rah ada yang hukum ija>rah 
sahi>h dan hukum ija>rah rusak. Hukum ija>rah yang sahi>h adalah tetapnya 
kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang 
yang menyewakan ma’qud ‘alaih, sebab ija>rah termasuk jual beli 
pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.  
Adapun hukum ija>rah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika 
penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau 
yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila 
kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan 
penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus 
diberikan semestinya.  
                                                             






Jafar dan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ija>rah yang fasid 
sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau 
ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.
49
 
Firman Allah SWT dalam QS al-Maidah : 1 yang berbunyi : 
… ْلُعُقودِ ٱبِ  َأْكُفوا َءاَمُنوا لَِّذينَ ٱ َأيَهايَٰ  … 
…. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu….
50
 
Dalam ayat tersebut, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 
selalu memenuhi akad yang telah dilakukan. Baik akad atau perjanjian 
yang dilakukan diantara hamba dengan Allah ataupun antara manusia 
dengan manusia selama itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-
ketentuan Allah SWT. 
Berdasarkan dua pendapat di atas, maka akad ijara>h  merupakan 
akad yang mengikat sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali dengan adanya 
sesuatu ang merusak pemenuhan manfaat. 
6. Berakhirnya Ijara>h 




a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 
dijahit hilang. 
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam ijara>h telah berakhir. Apabila 
yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan 
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kepada pemiliknya dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang 
maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh 
ulama fiqh. 
c. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun 
Haroen dalam bukunya bahwa, wafatnya salah seorang yang berakad 
karena akad ijara>h, menurut mereka tidak boleh diwariskan. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijara>h tidak batal dengan 
wafatnya salah satu yang berakad, karena manfaat, menurut mereka 
boleh di wariskan dan akad ijara>h sama dengan jual beli, yaitu 
mengikat kedua belah pihak yang berakad. 
d. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun 
Haroen dalam bukunya bahwa, apabila ada udzur dari salah satu 
pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara terkait utang yang 
banyak, maka akad ijara>h batal. Udzur-udzur yang dapat membatalkan 
akad ijara>h itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak 
jatuh muflis dan berpindah tempatnya penyewa. Akan tetapi, menurut 
jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad ijara>h itu 
hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang 
dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir. 
Pembatalan atau berakhirnya akad ijara>h telah dijelaskan diatas, 
apabila apabila dalam akad ijara>h terdapat hal-hal yang bisa membatalkan 
atau berakhirnya akad ijara>h, secara otomatis akad ijara>h batal atau 






B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari kata consumer yang artinya 
pemakai.
52
 Sedangkan secara harfiah konsumen adalah seseorang yang 
membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan 
yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.
53
 Dalam 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang mendefisinikan Konsumen adalah:
 54
 
 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk 
diperdagangkan”. 
 
Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat 
merugikan konsumen itu sendiri.
55
 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-




“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen”. 
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Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya 
kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. 
Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk 
memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau memilih pilihan atas 
barang dan/atau jasa serta mempertahankan atau membela hak-haknya 




2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen 
Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-
undangan mengenai perlindungan konsumen, mulai dari tingkat undang-
undang sampai pada peraturan-peraturan tingkat Menteri dan peraturan 
instansi di bawahnya. Diantara peraturan perundang-undangan yang telah 
disusun ada yang dibuat sejak sebelum masa kemerdekaan dan kini masih 




Peraturan perlindungan konsumen dalam satu undang-undang 
tersendiri baru terealisasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 
tahun 1999 dalam lembaran negara tahun 1999 nomor 42 dan berlaku 
efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 20 April 2000. 
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Di tingkat undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, telah ada beberapa 
undang-undang yang secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi 
konsumen, Adapun undang-undang tersebut adalah:
59
 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Staatsblad 
Tahun 1847 Nomor 23, bagian Hukum Perikatan (Buku III), 
khususnya mengenai wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan 
perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan seterusnya) 
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang. 
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene. 
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah. 
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. 
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan 
Industri. 
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 24 tentang Penyiaran. 
j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
                                                             






k. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. 
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan 
perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan 
lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur 
mengenai kepentingan konsumen.
60
 Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut maka 
ketentuan perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh 
belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak 
bertentangan dengan undang-undang tersebut. 
3. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang 
dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi 
fondasi itu dikesampingkan maka akan runtuh bangunan undang-undang 
itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Asas yang terkandung di dalam 
usasha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan 
konsumen diselenggarakan sebagai usaha Bersama seluruh pihak yang 
terkait yakni masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.
61
 Dalam Pasal 2 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan asas-asas perlindungan konsumen ada lima, yaitu:
 62
 
”Perlindungan konsumen  berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta 
kepastian hukum”.  
Adapun penjelasan dari Pasal 2 tersebut, yaitu
63
: 
a. Asas manfaat 
Asas manfaat dimaksud yaitu untuk mengamanatkan 
bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan 
Asas keadilan dimaksud kan agar partisipasi seluruh 
rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan 
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dam 
pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual. 
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d. Asas keamanan dan keselamatan 
Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas kepastian hukum 
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku 
usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh 
keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dalam Pasal 3 adalaah:
64
 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri. 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang 
dan/atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan infirmasi. 
                                                             






e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 
Mengamati tujuan dan asas yang terkandung didalam undang-
undang perlindungan konsumen ini, jelaslah bahwa undang-undang 
perlindungan konsumen ini membawa misi yang besar dan mulia dalam 
mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.  
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak 
adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan 
kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. 
Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan 
dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.
65
  
Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki hak 
dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengetahuan tentang hak-hak 
konsumen ini sangat penting agar dapat menjadi konsumen yang kritis 
dan mandiri dalam setiap transaksinya. Tujuannya adalah ketika terjadi 
kejadian yang tidak adil atau merugikan terhadap dirinya, konsumen 
dapat menyadari akan hal itu. Konsumen dapat bertindak untuk 
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memperjuangkan hak-haknya tersebut. Dalam arti konsumen tidak hanya 




Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak-hak konsumen yang 
mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselanatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
i. Hak-hak yag diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Dari Sembilan butir hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan 
konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam 
perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunanya tidak 
memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau 
membehayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan 
di masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang 
dan/atau jasa dalam penggunaanya akan nyaman, aman dan tidak 
membahayakan konsumen penggunanya maka konsumen diberikan hak 
untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan 
atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujura. Jika terdapat 
penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, 
memperoleh advokasi, pembinaan, berkelakuan yang adil, kompensasi 
ganti kerugian.
67
   
Setiap konsumen tentu saja tidak menginginkan untuk 
mendapatkan kerugian setelah mengkonsumsi atau memakai barang 
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dan/atau jasa. Informasi yang jelas dan benar tentang barang dan/atau 
jasa mutlak harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen 
pengguna barang dan/atau jasa. Bagi konsumen, informasi terkait barang 
dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok sebelum konsumen 
menukarkan sumber dananya kepada pelaku usaha. Dengan adanya unsur 
keterbukaan informasi dalam sistem perlindungan konsumen berarti 
adanya suatu hak yang harus dijanjikan oleh pelaku usaha untuk 
melindungi konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan informasi 




Selain itu Adapun kewajiban bagi konsumen yang diatur dalam 




a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
                                                             
68
 Rochani Urip Salami, dkk, “Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen pada Jasa Pengiriman Dokumen di PT. Kerta Gaya Pusaka 
Perwakilan Purwokerto”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, no. 2, 2008, hlm. 148. 






5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka undang-
undang perlindungan konsumen juga menetapkan hak dan kewajiban 
pelaku usaha yang telah disebtukan dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini tidak hanya konsumen saja yang 
memiliki hak yang harus dilindungi akan tetapi pelaku usaha juga 
mempunya hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini juga 
merupakan bagian dari kewajiban konsumen. 
Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan 
sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan 
kepada pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu 
dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku 
usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang 




Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha itu menurut Pasal 6 




a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
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b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindankan konsumen 
yang beritikad tidak baik. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 
Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
72
 
a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharan. 
c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. 
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 
                                                             






Dalam lingkup perlindungan konsumenmengenal adanya pelaku 
usaha dan konsumen, kedua subjek ini memiliki hubugan yang terus 
menerus  dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini terjadi karena 
memang adanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat 
ketergantungan yang sangat tinggi antara pelaku uasha dan konsumen. 
Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai kelangsungan usahanya 
dan sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku usaha sebagai penyedia 
barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.
73
 
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku 




a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumenakibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam senggang waktu 7 hari 
setelah tenggang transaksi. 
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana diaksud dalam ayat (1) dan (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjutmengenai adanya unsur 
kesalahan. 
e. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) tiadk berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen.  
C. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng 
1. Profil Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng 
Bus Rapid Transit atau yang biasa disingkat BRT merupakan 
sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari 
infrastruktur, kendaraan dan jadwal bus. BRT Trans Jateng adalah Bus 
Rapid Transit terpadu yang dioperasikan dibawah Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Tengah. BRT ini mengadopsi sistem yang sama seperti 
layanan BRT sejenis Transjakarta, khususnya Trans Semarang, yakni halte 
yang didesain khusus agar penumpang dapat naik armada (meskipun tanpa 
halte transit karena layanan ini belum memiliki sistem persilangan antar 
koridor) dan tanpa jalur khusus BRT.
75
 BRT Trans Jateng merupakan jasa 
angkutan dengan sistem trayek, yang mana dalam pengoperasiannya diatur 
dalam jadwal waktu trayek. Operasional bus BRT Trans Jateng ditetapkan 
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oleh pihak pengelola untuk waktu jeda antar unit armada satu dengan yang 
lainnya selama 5 – 10 menit.
76
  
Pemerintah provinsi Jawa Tengah menghadirkan BRT Trans Jateng 
untuk wilayah BARLINGMASCAKEB dengan penempatan koridor 1 
pada wilayah Purwokerto-Purbalingga. Peluncuran BRT Trans Jateng 
koridor 1 Purwokerto-Purbalingga dilaksanakan pada hari Senin, 13 
Agustus 2018 di Terminal Bulupitu Purwokerto yang langsung 
diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. BRT Trans 
Jateng merupakan moda transportasi publik baru di bawah dinas 
perhubungan provinsi Jawa Tengah yang ada di Purwokerto dan 
Purbalingga.  
BRT Trans Jateng menempuh perjalanan dengan kecepatan rata-
rata 30-40 km/jam dengan jarak tempuh rat-rata 33,5 kilo meter dengan 
waktu tempuh sekitar 90 menit. Untuk koridor 1 Purwokerto-Purbalingga 
memiliki 58 shelter dengan 20 unit kearah Purbalingga dan 38 ke arah 
Purwokerto. Untuk saat ini ada 14 armada yang jalan pada setiap harinya, 
untuk satu armadanya 4 kali pulang pergi dalam setiap harinya.
77
  
2. Visi dan Misi BRT Trans Jateng 
a. Visi  
Visi Balai Transportasi Jawa Tengah dalam pengelolaan BRT 
Trans Jateng adalah Balai Transportasi Jawa Tengah menjadi 
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penyelenggara angkutan umum yang handal, aman, nyaman, murah 
dan tepat waktu bagi mobilitas masyarakat Jawa Tengah serta 
pelayanan penunjang lainnya. 
b. Misi 
Misi pengelolaan adalah: 
1) Memberikan solusi dalam pelayanan angkutan umum bagi 
masyarakat Jawa Tengah serta pelayanan penunjang lainnya. 
2) Membangun insan yang professional peduli dan penuh integritas 
dengan semangat pelayanan dan Kerjasama yang kuat. 
3) Menerapkan budaya kerja yang mengutamakan keandalan 
pelayanan dan kepuasan pelanggan.
78
 
3. Tugas dan Fungsi Balai Transportsi Jawa Tengah 
a. Tugas Pokok 
Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan prasarana, operasional 
transportasi Jawa Tengah. 
b. Fungsi Balai Transportasi Jawa Tengah 




1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan 
prasarana, dan operasional Balai Transportasi Jawa Tengah. 
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2) Koordinasi dan Pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana 
dan prasarana, dan operasional Balai Transportasi Jawa Tengah. 
3) Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan 
operasional Balai Transportasi Jawa Tengah. 
4) Pengelolaan ketatausahaan, dan 
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 



















Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa 
Tengah sebelum BLUD  
 
Dari gambar 1.1 tersebut terlihat bahwa struktur organisasi Balai 
Transportasi Jawa Tengah terdiri dari:
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a. Kepala Balai 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
c. Seksi Sarana dan Prasarana  
d. Seksi Operasional 
5. Rute dan Halte BRT Trans Jateng Koridor 1 
Saat ini ada 14 Bus yang beroperasi di Purwokerto – Purbalingga 
setiap harinya dan ada 58 shelter/halte BRT Trans Jateng. Di setiap Bus 
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terdapat Pramujasa yang bertugas untuk melayani penumpang BRT, 
pramujasa bertugas untuk menentukan apakah seorang penumpang 
dikategorikan sebagai pelajar/mahasiswa, buruh, veteran atau masyarakat 
umum. Selain itu Pramsujasa juga bertugas untuk mengawal perpindahan 
penumpang dari halte ke BRT ataupun sebaliknya. Pada pramujasa ini juga 
penumpang mendapatkan tiketnya.
81
 Adapun rute yang dilewati dan letak 
halte adalah sebagai berikut. 
a. Rute BRT Trans Jateng Koridor 1 
BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga melayani 
rute sepanjang 26,7 km, mulai dari Bulu Pitu Purwokerto - Jl Sultan 
Agung - Jl Menteri Supeno - Jl Jenderal Sudirman Sokaraja - Jl 
Letjend Suprapto - Jl Klahang Sokaraja - Jl Jompo Kulon - Jl Mayjend 
Sungkono - Jl Ahmad Yani - Jl Komisaris Noto Sumarsono - Jl Letkol 
Isdiman - Jl Letjen S Parman - Jl Raya Bojong - Jl Raya Purbalingga 
Banjarnegara - berakhir di Terminal Bukateja Purbalingga. 
Rute sebaliknya, sepanjang 39 km, mulai dari Terminal Buka 
Teja Purbalingga - Jl Raya Purbalingga-Banjarnegara - Jl Raya Bojong 
- Jl Letjen S Parman - Jl Letkol Isdiman - Jl Komisaris Noto 
Sumarsono - Jl Ahmad Yani - Jl Mayjend Sungkono - Jl Jompo Kulon 
- Jl Klahang Sokaraja - Jl Letjend Suprapto - Jl Jend Sudirman 
Sokaraja - Jl Suparjo Rustam - Jl Gerilya - Taman Andhang Pangrenan 
- Jl S Parman - Jl Jend Sudriman - Jl RA Wiriaatmaja - Jl Gatot 
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b. Halte BRT Trans Jateng Koridor 183 
1) Halte Terminal Bulupitu – Terminal Bukateja 
Terminal Bulupitu – SPBU Candimas – Depo Pelita – SMP N 1 
Sokaraja – Simpang 4 (Klenteng) 1 – SMA N 1 Sokaraja 1 – 
Banjar Sari Kidul 1 – Terminal Jompo – Fakultas Teknik 
UNSOED 1 – SMP N 1 Kalimanah 1 – SMP YPT 1 – Terminal 
Purbalingga – Indokores – Taman Usman Janatin – PMI 
Purbalingga 1 – SMP N 2 Purbalingga 1 – MAN Purbalingga 1 – 
Simpang 3 Bojong 1 – SMA N Bukateja 1 – Terminal Bukateja. 
2) Halte Terminal Bukateja – Terminal Bulupitu  
Terminal Bukateja – SMA N Bukateja 2 – Simpang 3 Bojong 2 – 
MAN Purbalingga 2 – SMP N 2 Purbalingga 2 – PMI Purbalingga 
2 – Simpang 3 Yuro – Terminal Purbalingga – SMK YPT 2 – 
Selabaya – SMP N 1 Kalimanah 2 – Fakultas Teknik UNSOED 2 – 
Terminal Jompo – Akper Yakpermas – Banjar Sari Kidul – 
BULOG – SMA N 1 Sokaraja 2 – Simpang 4 (Klenteng) 2 – 
Kantor POS Sokaraja – SMP 2 Sokaraja – Fikes UMP – RS. 
Orthopedi – RS. Margono Soekarjo – Simpang 4 Pancurawis – 
Simpang 4 Karang Bawang – Andhang Pangrenan 1 Bioskop 
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Rajawali 1 – Bank Mandiri 1 – Radio RRI – Pratishta Hasta – 
Pasar Manis – SMP Bruderan – SMA N 1 Purwokerto – Bank 
Mandiri 2 – Bioskop Rajawali 2 – Andhang Pangreanan 2 – 
Simpang 4 Karang Bawang 2 – Terminal Bulupitu. 
6. Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 
Secara umum pertumbuhan penumpang BRT Trans Jateng Koridor 
1 Purwokerto – Purbalingga dari bulan April – bulan September terus 
meningkat, dimana hal tersebut menunjukan bahwa minat masyarakat 
untuk menggunakan moda transportasi BRT Trans Jateng di Purwokerto 
dan Purbalingga kian bertambah. Bisa jadi karena menggunakan moda 
transportasi BRT Tranas Jateng dirasa lebih efisien dan terhubung dengan 
wilayah-wilayah yang di tuju, tentu saja dengan tiketnya yang tergolong 
murah. 
Tabel 2.1 
Jumlah Penumpang BRT Trans Jateng Purwokerto – Purbalingga
84
 
No Bulan Jumlah Penumpanh 
1. April 21127 
2. Mei 23479 
3. Juni 31664 
4. Juli 37588 
5. Agustus 41439 
6. September 41468 
Rata-Rata 32794 
 
Pertumbuhan penumpang BRT Trans Jateng Purwokerto – 
Purbalingga terus mengalami kenaikan. Sejauh ini penumpang yang 
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menggunakan jasa BRT Trans Jateng Purwokerto – Purbalingga berasal 




7. Ketentuan Tarif BRT Trans Jateng Koridor 186 
Tarif BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto Purbalingga terbagi 
menjadi 4 kategori, yaitu umum, pelajar, buruh dan veteran. Tarif untuk 
umum sebesar Rp. 4.000 rupiah sedangkan untuk pelajar, buruh dan 
veteran sebesar Rp. 2.000 rupiah dengan ketetentuan-ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Pelajar/mahasiswa 
1) TK, SD, SMP, dan SMA : menggunakan seragam sekolah, 
memakai sepatu dan menunjukan kartu pelajar. 
2) Mahasiswa : menggunakan pakaian rapi dan menunjukan kartu 
mahasiswa. 
b. Buruh : menggunakan seragam buruh, menunjukan ID Card asli, atau 
menunjukan BPJS Ketenagakerjaan/JAMSOSTEK (Fotocopy tidak 
berlaku) 
c. Veteran : menunjukan kartu tanda veteran  
d. Masyarakat umum : masyarakat umum yang dimaksud adalah 
merupakan penumpang yang menggunakan jasa BRT Trans Jateng 
yang tidak berkategorikan pelajar, buruh ataupun veteran.  
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Metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan 
ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 
pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu 
pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.
87
 Untuk mencapai 
sasaran yang tepat dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 
(field research),yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 
sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk 
memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
88
 
Kemudian penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan 
sifat penelitian kualitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran 
permasalahan dengan dengan keadaan sesuai dengan apa yang ada sehingga 
hanya merupakan penyikapan fakta.
89
 
Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan untuk 
mengetahui tentang bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa Bus 
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Rapid Transit (BRT) Trans Jateng koridor 1 purwokerto – purbalingga 
perspektif hukum Islam dan hukum positif. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pool BRT Trans Jateng Terminal 
Bulupitu Purwokerto dan Kantor Pelayanan Operasional BRT Trans Jateng, 
Pesuruhan, Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. 
C. Sumber Data 
Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer 
dan data sekunder.  
1. Data primer adalah Sumber primer adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan oleh  peneliti secara langsung dari sumber datanya.
90
 Dalam 
penelitian ini sumber utamanya adalah para pihak yang mengetauhi 
banyak mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa Bus Rapid 
Transit (BRT) Trans Jateng, yaitu koordinator lapangan Bus Rapid Transit 
(BRT) Trans Jateng, Pramujasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng, 
pramudi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng dan pengguna jasa Bus 
Rapid Trasnit (BRT) Trans Jateng. Sedangkan untuk kerangka berpikir 
perspektif Hukum Islam penulis menggunakan teori Ijara>h. Adapun untuk 
sudut pandang hukum positif penulis berpijak pada Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Data sekunder adalah data yang menunjang penelitian dan masih memiliki 
hubungan dengan data primer namun bukan data utama. Seperti, dokumen, 
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berita sosial media dan beberapa penumpang atau konsumen pengguna 
jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng yang pengumpulan datanya 
diambil secara random.  
D. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan 
empiris-normatif. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak 
tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup 
bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum 
tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok 
bahasan yang diteliti.
91
 Pendekatan ini juga untuk melihat aturan hukum 
tentang perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip 
atau kaidah yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian karena tujuan utama dari peneitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data maka peneliti tidak 
mendapatkan data yang memenuhi stadar yang ditetapkan.
92
 Penulis 
menggunakan Teknik peengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus 
terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 
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mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-
kaidah yang mengaturnya.
93
 Dalam observasi ini penulis turun langsung ke 
lapangan untuk mengambil data baik data sekunder maupun data primer, 
serta melihat secara langsung kondisi real yang terjadi di lapangan. 
2. Wawancara  
Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu.
94
 Disini peneliti melakukan wawancara dengan 
mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi 
penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana 
tidak formal, familiar dan tidak kaku.
95
 Penulis melakukan wawancara 
dengan beberapa narasumber yang dipilih. Narasumer yang dipilih ini 
dengan mempertimbangkan relevansi kemampuan dari narasumber. Target 
dari wawancara ini adalah penulis mendapatkan informasi dari narsumber 
yang dipilih terkait mekanisme perlindungan konsumen pengguna jasa Bus 
Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto – Purbalingga. 
Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terstruktur 
dengan 1 pimpinan BRT Trans Jateng dalam hal ini koordinator lapangan, 
1 pramujasa BRT Trans Jateng, 1 pramudi BRT Trans Jateng. 
3. Kuosioner  
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Kuosioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memeberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Kuosioner merupakan 
Teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 




Kuosioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut 
tentang perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng. 
Respondem diminta untuk mengisi kuosioner tersebut. Setelah responden 
mengisi kuosioner tersebut maka akan diperoleh data yang menunjukan 
bagaiamana BRT Trans Jateng memberikan perlindungan kepada 
pengguna jasa BRT Trans Jateng. 
4. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara 
mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik yang berupa buku-buku  
literatur maupun dokumen-dokumen. Disini yang penulis maksud adalah 
data-data yang didapatkan dari lapangan. Dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau 
karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti 
Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 
gambar seperti foto, video dan lain sebagainya.
97
 Teknik pengumpulan 
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data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 
F. Subjek dan Objek Penelitian  
1. Subjek Penelitian 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generaliasai terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
98
 
Dalam penelitian ini populasinya mencakup seluruh penumpang BRT 
Trans Jateng Purwokerto – Purbalingga. 
Table 3.1 
Jumlah Penumpang BRT Trans Jateng Purwokerto – Purbalingga
99
 
No Bulan Jumlah Penumpanh 
1. April 21.127 
2. Mei 23.479 
3. Juni 31.664 
4. Juli 37.588 
5. Agustus 41.439 
6. September 41.468 
Rata-Rata 32.794 
Dari table di atas bisa dilihat populasi dari penelitian ini 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di 
miliki oleh populasi.
100
 Sampel yang diambil adalah pengguna jasa 
BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto – Purbalingga. Penulis 






     
 
Keterangan : n = jumlah sampel yang diambil 
 N = jumlah populasi  
e = taraf nyata 0,1 
Jumlah rata-rata populasi dari pengguna jasa BRT Trans 
Jateng Purwokerto – Purbalingga setiap bulannya 32.794 orang. 
  
      
                
       
Maka penulis menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu 
100 responden. 
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis 
adalah Teknik purposive sampling. Purposive sampling yakni teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
102
 Karena tidak 
semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis 
tentukan, oleh karena penulis memilih Teknik putposive sampling 
dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria 
tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini. Dalam hal ini kriteria yang dipilih oleh penulis adalah 
pengguna jasa BRT Trans Jateng Purwokerto – Purbalingga dengan 
umur minimal 17 tahun. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel atau yang 
menjadi titik tolak fokus dari penelitian ini. Yaitu, konsep perlindungan 
konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng perspektif hukum Islam dan 
hukum positif. 
G. Metode Analisa 
Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan 
analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam metode analisis data 
yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode deduktif yaitu metode 
analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum 
untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.
103
 Penulis terjun 
ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan 
dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang 
diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis menganalisis sehingga 
menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.  
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A. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT 
Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
1. Praktek Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans 
Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa BRT 
Trans Jateng Koridor Purwokerto Purbalingga, pihak BRT Trans Jateng 
mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanannya 
terhadap penumpang pengguna jasa BRT Trans Jateng dalam rangka untuk 
mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan ketepatan waktu bagi para 




Pelaku usaha dalam jasa transportasi BRT Trans Jateng yang 
bergerak di bidang pelayanan transportasi mempunyai kewajiban yang 
harus dipenuhi kepada konsumen pengguna jasanya. Yakni, memberikan 
pelayanan yang dapat membuat pengguna jasa merasa nyaman serta tidak 
membahayakan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa BRT 
Trans Jateng. 
Disini penulis melakukan wawancara dengan Koordinator 
Lapangan, Pramujasa dan Pramudi BRT Trans Jateng Koridor 1 
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Purwokerto – Purbalingga serta membagikan kuosioner kepada konsumen 
pengguna jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto Purbalingga. 
Menurut bapak Muhammad Nur selaku koordinator lapangan BRT 
Trans Jateng Koridor Purwokerto Purbalingga bahwa BRT Trans Jateng 
mempunyai SOP yang harus dipenuhi oleh semua crue BRT Trans jateng 
dalam melakukan pelayanannya terhadap pengguna jasa BRT Trans 
Jateng. Setiap crue yang bertugas dalam pelayanannya harus bersikap “3 
S” yakni Senyum, Salam, Sapa dan juga ucapan terimakasih kepada 




Kemudian BRT Trans Jateng juga bekerjasama dengan Jasa 
Raharja agar seluruh awak dan konsumen pengguna jasa BRT Trans 
Jateng memperoleh jaminan asuransi terhadap semua resiko kecelakaan 




BRT Trans Jateng merupakan jasa angkutan dengan sistem trayek, 
yang mana dalam pengoperasiannya diatur dalam jadwal waktu trayek. 
Operasional bus BRT Trans Jateng ditetapkan oleh pihak pengelola untuk 
waktu jeda antar unit armada satu dengan yang lainnya selama 5 – 10 
menit.
107
 Hal ini bertujuan untuk kenyamanan penumpang sebagai 
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pengguna jasa dan agar calon penumpang mendapatkan kepastian waktu 
sehingga dapat memperkirakan waktu tempuh ketika ingin bepergian. 
Dalam SOP pramujasa memiliki tugas dalam mengarahkan 
penumpang untuk duduk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
sebelum itu pramujasa menanyakan kepada penumpang terlebih dahulu 
terkait tujuan yang akan di tuju. Selain itu pramujasa juga menentukan 
penumpang masuk ke kategori umum, pelajar, buruh ataupun veteran. 
Untuk maksimal penumpang yang ada di dalam bus yakni 20 penumpang 
dengan kursi yang dapat di duduki 11 dan Ketika kursi sudah full maka 
penumpang dapat berdiri dengan kapsitas 9 penumpang.
108
  
Selain itu pramujasa juga bertugas menyampaikan informasi-
informasi terkait pelayanan seperti perubahan time table yang terjadi 
secara mendadak kemudian terkait kejadian-kejadian yang terjadi dalam 
perjalanan karena ada penutupan jalan sehingga penumpang diturunkan 
tidak sesuai dengan halte yang akan di tuju. Dalam menyampaikan 
informasi pramajusa harus dengan menggunakan bahasa yang sopan dan 
juga santun terhadap penumpang. Selain informasi dari pramujasa terdapat 
informasi tertulis juga yang terdapat di dalam bus maupun di halte.
109
 
Kemudian pada sarana dan prasarana, sarana dan prasarana 
merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan 
agar konsumen sebagai pengguna jasa BRT Trans Jateng dapat merasakan 
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kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa BRT 
Trans Jateng. 
a. Sarana  
Trans Jateng menggunakan armada bus sedang yang 
didominasi warna merah, maskot Si Podang, logo Jateng Gayeng, logo 
Trans Jateng itu sendiri (yang menggunakan gaya penulisan seperti 
Jateng Gayeng), dan informasi tempat wisata di Jawa Tengah pada sisi 
bus. Semua armada dilengkapi dengan GPS, pendingin udara, hiburan 
berupa radio, serta papan informasi koridor dan tujuan (baik elektrik 
yang dilengkapi dengan pengumuman bersuara maupun papan 
manual).
110
 Di dalam bus untuk penumpang laki-laki dan perempuan 
juga dipisah dibagian depan untuk penumpang laki-laki sedangkan 
dibagian belakang untuk penumpang perempuan, kebijakan ini 
dilakukan untuk menjaga kenyamanan bagi para penumpang selain itu 




b. Prasarana  
Trans Jateng menggunakan halte tempat pemberhentian bus 
atau biasa juga disebut dengan shelter, yang bertujuan untuk 
mempercepat proses naik dan turunnya penumpang. Halte (shelter) 
BRT Trans Jateng tinggi platform-nya disamakan antara tempat 
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pemberhentian bus dengan lantai bus (yang mana menggunakan sistem 
high-floor).
112
 Setiap halte atau shelter yang dibangun khusus untuk 
BRT Trans Jateng dilengkapi dengan informasi nama halte maupun 
papan informasi untuk meletakan informasi yang dikeluarkan oleh 
pihak BRT Trans Jateng seperti pengumuman maupun rute yang 
dilalui ataupun informasi lain terkait pelayanan BRT Trans Jateng.
113
 
2. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans 
Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga 
Dalam kehidupan yang semakin kompleks ini dan seiring dengan 
kemajuan teknologi saat ini yang semakin maju, manusia senantiasa 
dituntut untuk selalu menciptakan dan mencapai keberhasilannya baik dari 
social maupun ekonomi. BRT Trans Jateng ini merupakan sebuah sarana 
transportasi umum dengan sistem Bus Rapid Transit yang terpadu 
dioperasikan dibawah Dinas Perhubungan Jawa Tengah, dimana layanan 
ini mencakup wilayah Jawa Tengah. BRT ini mengadopsi sistem yang 
sama seperti layanan BRT selain Transjakarta, khususnya Trans 
Semarang, yakni halte yang didesain khusus agar penumpang dapat naik 
ke armada (meskipun tanpa halte transit karena layanan ini belum 
memiliki sistem persilangan antarkoridor) dan tanpa jalur khusus BRT.
114
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BRT Trans Jateng merupakan jasa angkutan umum dengan sistem 
trayek, yang mana dalam pengoperasiannya diatur dalam jadwal waktu 
trayek. Operasional bus BRT Trans Jateng ditetapkan oleh pihak pengelola 
untuk waktu jeda antar unit armada satu dengan yang lainnya selama 5 – 
10 menit.
115
 Hal ini bertujuan untuk kenyamanan penumpang sebagai 
pengguna jasa dan agar calon penumpang mendapatkan kepastian waktu 
sehingga dapat memperkirakan waktu tempuh ketika ingin bepergian. 
Namun demikian dalam penelitian dilapangan ditemukan terjadinya 
beberapa keterlambatan yang terjadi terkait dengan jadwal waktu tiba bus 
di halte BRT Trans Jateng dan juga dalam kuosioner penelitian peneliti 
beberapa konsumen pengguna jasa mengalami keluhan terkait kedatangan 
bus yang terlalu lama. Dari 10 responden yang pernah mengalami 
keluhan/komplain 4 diantaranya mengeluhkan terkait kedatangan bus yang 
terlalu lama datangnya.  
Gambar 4.1 
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Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner yang di sebarkan 
sebanyak 10% pernah memberikan atau mengalami keluhan/komplaim 
terkait pelayanan yang di berikan sedangkan 90 % tidak pernah. 
Bus BRT Trans Jateng memiliki waktu tempuh 90 menit dalam 
satu kali trip (Terminal Bulupitu – Terminal Bukateja). Karena tidak ada 
jalur khusus dan kemacetan yang seringkali faktor utama penyembab 
keterlambatan waktu kedatangan bus serta pentingnya kesadaran 
penumpang akan informasi yang disampaikan terkait halte 
pemberhentian.
116
Hal ini yang menyebabkan beberapa pengguna jasa BRT 
Trans Jateng merasa bahwa kedatangan bus terlalu lama dan tidak sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan.  
Gambar 4.2 
 
Dari keluhan/complain yang pernah disampaikan oleh penumpang 
sebanyak 10 orang merasa pihak BRT Trans Jateng telah menindaklanjuti 
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terkait keluhan/komplain yang disampaikan dan 1 merasa keluhannya 
telah diabaikan oleh pihak BRT Trans Jateng. 
BRT Trans Jateng merupakan moda transportasi umum yang lebih 
mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan ketepatan waktu bagi para 
penumpang.
117
 Dari hasil pembagian kuosioner yang penulis bagikan 
berkaitan dengan kenyamanan penumpang pengguna jasa BRT Trans 
Jateng semua responden yang mengisi kuosioner merasa nyaman dengan 
pelayanan yang diberikan oleh pihak BRT Trans Jateng.  
Gambar 4.3 
 
Sejauh ini belum ada sengketa yang terjadi antara konsumen 
pengguna jasa BRT Trans Jateng dengan pihak pengelola BRT Trans 
Jateng koridor 1 Purwokerto Purbalingga. Konsumen pengguna jasa BRT 
Trans Jateng baru sebatas memberikan saran atau masukan dan komplain 
saja kepada BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto Purbalingga. Dan 
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untuk aduan terkait saran atau masukan dan komplain dapat dilakukan di 
berbagai media sosial milik BRT Trans Jateng atau di nomor WA yang 
terdapat di bus maupun di halte.
118
 
Memang tidak dipungkiri Ketika ada resiko yang tidak diinginkan 
oleh kedua belah pihak ada beberapa penyebab yang menjadi sesuatu hal 
yang mengakibatkan adanya kurang terlindungnya konsumen pengguna 
jasa BRT Trans Jateng, Adapun penyebabnya antara lain: 
a. Masalah keterlambatan datangnya bus BRT Trans Jateng ada beberapa 
penyebab yang mengakibatkan konsumen pengguna jasa BRT Trans 
Jateng menunggu terlalu lama untuk menantikan kedatangan bus BRT 
Trans Jateng, yaitu: tidak adanya jalur khusus untuk BRT Trans Jateng 
yang ada di Purwokerto-Purbalingga sehingga tidak bisa memasitikan 
kedatangan bus di halte-halte, kemudian kemacetan di lampu merah 
ataupun ditempat-tempat lain yang seringkali menjadi faktor utama 
penyembab keterlambatan waktu kedatangan bus.
119
  
b. Masalah tidak diturunkan di halte yang sesuai dengan apa yang 
diinginkan penumpang ini penyebabnya yaitu antara lain  pengguna 
jasa yang terkadang tidak memperhatikan halte yang akan dituju dan 
terlalu sibuk memainkan handphone ketika sedang menggunakan jasa 
BRT Trans Jateng, karena bus BRT Trans Jateng kendaran dengan 
ukuran yang lumayan besar sehingga tidak bisa menurunkan 
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 Terdapat penutupan jalan yang 




c. Masih banyak konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng yang belum 
mengetahui mengenai hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam 




Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner yang disebarkan jumlah 
responden yang mengetahui Hak-hak konsumen yang diatur dalam 
Undang-Undang sebanyak  33.3% sedangkan 66.7% responden tidak 
mengetahui hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang.  
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B. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa BRT Trans 
Jateng Koridor 1 Purwokerto – Purbalingga Perspektif Hukum Islam 
dan Hukum Positif. 
1. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa BRT Trans 
Jateng Koridor 1 Purwokerto – Purbalingga Perspektif Hukum Islam 
Sewa-menyewa atau dalam Islam dikenal dengan akad ijara>h 
merupakan salah satu bentuk mu‟amalah yang berkembang hingga saat ini. 
Dalam praktek usaha jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng ini 
termasuk dalam akad ijara>h, karena didalannya terdapat unsur-unsur akad 
ijara>h yang terpenuhi.  
Ulama fiqh membagi ijara>h menjadi 2 macam yaitu: ija>rah yang 
bersifat pekerjaan dan ija>rah yang bersifat manfaat. Bentuk pekerjaan ini 
dapat di kategorikan dengan ija>rah dalam bentuk sewa-menyewa, atau 
dalam Islam biasa disebut dengan ija>rah ‘ain dimana yang menjadi objek 
adalah manfaat dari barang yang diigunakan. Ija>rah adalah akad atas 
manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit 
selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi 
kriteria dalam tanggungan atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah 
tertentu.122 Dikatakan dalam bentuk akad ija>rah karena penumpang 
mendapatkan manfaat dari barang dalam hal ini Bus dari BRT Trans 
Jateng. 
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Dalam penerapan jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng 
sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat dari akad ija>rah, dari rukun 
ija>rah yakni mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah mengupah. Mu’jir adalah orang yang menerima upah 
dan yang menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Syarat mu'jir dan 
musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 
(mengendalikan harta) saling meridhai.
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 Penerapannya dalam layanan 
transportasi BRT Trans Jateng ini adalah musta’jir sebagai konsumen atau 
penumpang BRT Trans Jateng dan mu’jir sebagai pihak BRT Trans 
Jateng. 
Kemudian sighat Kabul antara mu’jir dan musta’jir yakni ijab 
kabul sewa menyewa dan upah-mengupah. Ijab dan qabul ini 
mengungkapkan kehendak al-muta‘aqidain (dua pihak yang melakukan 
transaksi dan keterikatan keduanya dengan cara mensyari‟atkan yang 
tampak pengaruhnya ditempat transaksi. Ijab dan Kabul dalam hal ini 
konsumen atau penumpang melakukan transaksi dengan pihak BRT Trans 
Jateng yang diwakili oleh pramujasa di dalam Bus BRT Trans Jateng. 
Rukun yang selanjutnya adalah ujrah ini disyaratkan harus 
diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa 
maupun upah-mengupah. Dalam penerapannya di jasa layanan BRT Trans 
Jateng ini penumpang sebagai musta’jir membayarkan ujrah kepada pihak 
                                                             






BRT Trans Jateng sebagai mu’jir yang diwakili oleh pramujasa BRT Trans 
Jateng yang bertugas. 
Rukun ija>rah yang terakhir yakni adanya manfaat dalam 
prakteknya di jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng manfaat yang 
diperoleh yakni konsumen atau penumpang sebagai must’jir yang 
mengambil manfaat berupa pekerjaan dari pihak BRT Trans Jateng 
sebagai mu’jir dan juga sebagai pelaku usaha yang berhak mendapatkan 
upah dari konsumen atau penumpang yang telah menggunakan jasanya. 
Dalam transaksi ini terdapat manfaat yang disewa dan juga terdapat 
imbalan atau ujrah dari hasil sewa tersebut. Prinsip dalam bermuamalah 
adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana 
dijelaskan dalam al-Qur‟an surat an-Nissa ayat 29: 
وا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِِتَاَرًة َعْن يَا أَيَها الَِّذيَن آَمنُ 
 تَراٍض ِمْنُكْم َكاَل تْقتُلوا أَنُفَسُكْم ِإفَّ اللََّه َكاَف ِبُكْم َرِحيًما
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil(tidak benar), 
kecuali dalam berdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
 124 
 
Jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerti-
Purbalingga juga sudah hampir memenuhi syarat-syarat yang berlaku 
dalam akad ija>rah. BRT Trans Jateng dalam merekrut petugas untuk 
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bertugas dalam pelayanannya memiliki kriteria-kriteria yang salah satunya 
harus memiliki KTP dan juga minimal usia 20 tahun sehingga dalam 
bertugas sudah dianggap cakap berkomunikasi dengan konsumen atau 
penumpang BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
Kemudian, kedua belah pihak Ketika berakad sama-sama 
menyatakan kerelaannya dan manfaat ija>rah harus diketahui. Dari segi 
kerelaan bisa dilihat ketika penumpang hendak menaiki bus yang akan 
dinaiki dan kemudian penumpang membayarkan upah kepada BRT Trans 
jateng yang diwakili oleh pramujasa. Kemudian untuk manfaat yang 
diperoleh, penumpang dapat menggunakan moda transportasi BRT Trans 
Jateng untuk mengantarkan ke tujuan yang di tuju oleh penumpang. 
Dari segi upah atau ujrah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu 
dan sesuatu yang ekonomis. Dalam prakteknya di jasa layanan transportasi 
BRT Trans Jateng ini uang yang harus dibayarkan ketika konsumen 
hendak menaiki bus BRT Trans Jateng sudah ditentukan oleh pihak BRT 
Trans Jateng dan sudah diinformasikan kepada para calon penumpang 
yang hendak menaiki bus BRT Trans Jateng baik di media social milik 
BRT Trans Jateng maupun di halte-halte bus yang disediakan, yakni untuk 
pelajar, mahasiswa, buruh dan veteran sebesar Rp. 2.000 rupiah kemudian 
untuk masyarakat umum sebesar Rp. 4.000 rupiah berlaku untuk 
perjalanan jauh maupun dekat.
125
 Hal ini sudah memenuhi syarat ijarah 
yakni upah atau ujrah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai 
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ekonomis. Dan dari hasil kuosioner juga membuktikan bahwa nilai tukar 
atau ongkos BRT Trans Jateng ini sudah sangat ekonomis. 
Gambar 4.5 
 
Dari hasil kuosioner yang telah penulis sebar dari 100 responden 
yang telah mengisi 97 responden menyatakan bahwa nilai tukar atau 
biaya tarif yang dibayarkan sesuai dengan apa yang konsumen dapatkan 
dalam menggunakan jasa BRT Trans Jateng. Hal ini membuktikan bahwa 
memang biaya tarif yang ditentukan oleh BRT Trans Jateng ini sudah 
sesuai denga napa yang konsumen pengguna jasanya dapatkan dalam 
menggunakan moda transportasi ini. 
Islam sangat menjunjung dan menghargai hak-hak yang melekat 
pada diri manusia, akan tetapi hak-hak yang melekat pada manusia tetap 
ada batasannya. Begitu juga dalam masalah bisnis yang dijalankan, Islam 
selalu mengajarkan kepada manusia dalam menjalankan usahanya untuk 
tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana Allah Swt berfirman 







وا ٱلنَّاَس َأْشَياَءُهْم َكاَل تْعثْوا ِِف ٱْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ اَل تْبَخسُ ك  
….Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 





Dari ayat di atas jelas bahwa Allah SWT telah melarang hamba-
hambanya untuk merugikan hak-hak manusia lain demi keuntungan yang 
akan di dapat. Islam selalu melinndungi hak-hak yang melekat pada diri 
manusia agar terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan.
127
 Sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk 
merugikan hak-hak manusia lain demi untuk mendapatkan keuntungan 
bagi diri sendiri. Baik dengan cara berlaku curang, berbohong, tidak 
menepati janjinya dan lain sebagainya.  
Dalam praktik bisnis yang dijalankan antara pelaku usaha dan 
konsumen, transaksi yang dilakukan harus jelas dan tidak mengandung 
unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Ketika terdapat konsumen yang 
akan menggunakan jasa BRT Trans Jateng seharusnya konsumen 
mengetahui akan kejelasan dari produk atau jasa yang akan digunakan, 
begitupun sebaliknya BRT Trans Jateng seharusnya memberikan kejelasan 
dari produk atau jasa yang di tawarkan seperti kualitas, harga dan objek 
yang ditawarkan. Dalam memberikan informasi terkait pelayanan jasa 
yang diberikan BRT Trans Jateng menyediakan berbagai cara yaitu 
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melalui papan informasi yang ada di halte maupun di bus, juga melalui 
pramujasa yang sedang bertugas dan lain sebagainya. 
Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna 
jasa BRT Trans Jateng salah satunya ialah dengan melaksanakan 
perjanjian yang telah disepakati antara pihak BRT Trans Jateng dengan 
konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi : 
 يََٰأيَها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا َأْكُفوا بِٱْلُعُقودِ 
…. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu….
128
 
Dalam ayat tersebut, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 
selalu memenuhi akad yang telah dilakukan. Baik akad atau perjanjian 
yang dilakukan diantara hamba dengan Allah ataupun antara manusia 
dengan manusia selama itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-
ketentuan Allah SWT. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh 
pihak BRT Trans Jateng dengan konsumen penggunannya, karena dalam 
menggunakan jasa BRT Trans Jateng ini penumpang melakukan akad 
dengan pihak BRT Trans Jateng yang dalam hal ini diwakili oleh 
pramujasa dengan cara penumpang membeli tiket kepada pramujasa hal ini 
telah dapat membuat sebuah akad karena di dalamnya telah terdapat 
kesepakatan antara kedua belah pihak. 
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Dengan adanya akad ini mendatangkan hak dan kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.sehingga mengharuskan untuk 
saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing tanpa 
menimbulkan kerugian sebagai upaya untuk meilindungi hak konsumen 
dan juga pelaku usaha. Apa yang dilakukan oleh pihak BRT Trans Jateng 
yang diwakili oleh pramujasa dengan dan pengguna jasa atau 
penumpangnya ini bisa dikatakan sebagai sighat akad secara tulisan 
meskipun bentuknya dengan menggunakan lisan karena terdapat bukti 
pembayaran adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak 
yakni berupa tiket yang didapat dari pramujasa. Dan untuk hak dan 
kewajiban ini telah di atur secara legal di Indonesia dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
2. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa BRT Trans 
Jateng Koridor 1 Purwokerto – Purbalingga Perspektif Hukum Positif 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup 
sendiri dan membutuhkan bantuan satu sama yang lain dalam setiap 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu contohnya ialah 
dalam bentuk pertolongan sesama yaitu Kerjasama antara satu pihak 
sebagai penyedia jasa manfaat barang atau jasa dari manusia itu sendiri 
dengan pihak yang lain sebagai pemakainya. 
Seseorang atau badan usaha yang menjalankan usahanya dalam 
bidang pelayanan transportasi yakni BRT Trans Jateng dapat dikatakan 






disebut dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 




“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menjalankan kegiatan usaha di 
berbagai bidang ekonomi” 
 
Dari pengertian pelaku usaha menurut Pasal Pasal 1 angka 3 UU 
No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat dikatakan 
bahwa BRT Trans Jateng Koridor 1 ini termasuk dalam kriteria sebagai 
pelaku usaha. 
Dalam penyediaan jasa layanan transportasi, BRT Trans Jateng 
Purwokerto-Purbalingga ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan dari 
bulan ke bulan pengguna jasa BRT Trans Jateng ini terus menaik 
jumlahnya, karena BRT Trans Jateng sendiri dalam pelayanannya selalu 
mengutamakan keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu dan juga 
biayanya yang terbilang cukup murah.
130
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BRT Trans 
Jateng Purwokerto Purbalingga, bahwasanya moda transportasi ini masih 
memliki keunggulan dibandingkan dengan moda transportasi lain yang ada 
di Purwokerto-Purbalingga. Banyaknya masyarakat yang menggunakan 
moda transportasi ini dikarenakan BRT Trans Jateng lebih murah 
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ongkosnya selain itu berbagai fasilitas yang ada juga dapat membuat 
penggunanya merasa nyaman dan aman. 
Dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk menggunakan 
moda transportasi BRT Trans Jateng ini maka tanggung jawab yang 
dimiliki oleh pihak BRT Trans Jateng juga akan semakin besar dalam 
memlihara kepercayaan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng 
Purwokerto-Purbalingga. Oleh karena itu, pihak BRT Trans Jateng 
memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi konsumen 
pengguna jasanya, sebagaimana asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
tentang asas perlindungan konsumen yaitu:
 131
  
“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, kemanan dan keselamatan konsumen serta 
kepastian hukum”. 
 
Adapun bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa 
BRT Trans Jateng yakni dalam bentuk: 
a. Kenyamanan  
Salah satu dari perlindungan berkaitan dengan kenyamanan 
adalah dengan menerapkan tarif yang bisa dibilang cukup murah dan 
pasti. Biaya tarif yang di tentukan oleh BRT Trans Jateng Purwokerto-
Purbalingga ini tergolong murah dengan membayar Rp. 2000 rupiah 
untuk pelajar/mahasiswa dan buruh, Rp. 4000 untuk masyarakat 
umum penumpang dapat menggunakan jasa BRT Trans Jateng untuk 
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bepergian dari Purwokerto ke Purbalingga ataupun sebaliknya.
132
 Hal 
ini sesuai dengan penerapan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:
 133
  
“konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai 




Dari hasil kuosioner yang telah penulis sebar dari 100 
responden yang telah mengisi 97 responden menyatakan bahwa nilai 
tukar atau biaya tarif yang dibayarkan sesuai dengan apa yang 
konsumen dapatkan dalam menggunakan jasa BRT Trans Jateng. Hal 
ini membuktikan bahwa memang biaya tarif yang ditentukan oleh 
BRT Trans Jateng ini sudah sesuai denga napa yang konsumen 
pengguna jasanya dapatkan dalam menggunakan moda transportasi 
ini. 
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Menjaga kenyamanan keamanan dan keselamatan penumpang 
juga merupakan upaya dari pihak BRT Trans Jateng dalam  
menerapkan  Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yakni:
 134
 
 “konsumen dalam hal ini pengguna jasa BRT Trans Jateng 
berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan”. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil kuosioner yang penulis sebar 
yang mana semua responden yang mengisi kuosioner merasa nyaman 
akan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak BRT Trans Jateng. 
Gambar 4.6 
 
Dapat dipastikan bahwa konsumen pengguna jasa BRT Trans 
Jateng ini merasa nyaman dalam menggunakan moda transportasi 
BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga dengan berbagai 
fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pengguna jasanya. Hal ini 
membuktikan bahwa memang BRT Trans Jateng ini merupakan moda 
                                                             
134







transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat yang akan 
bepergian dari Purwokerto ke Purbalingga ataupuan sebaliknya. Selain 
itu tempat duduk antara laki-laki dan perempuan juga di pisah ini 
bertujuan untuk menjaga kenyamanan baik antara laki-laki maupun 
perempuan. Terlepas dari hasil kuosioner tersebut terdapat satu 
responden yang mengeluhkan terkait petugas yang bersikap acuh 
terhadap penumpang yang menaiki BRT Trans Jateng ini, sehingga 
membuat penumpang merasa tidak diperhatikan.
135
  
Kemudian selanjutnya terdapat informasi berkaitan dengan 
pelayanan yang diberikan oleh pihak BRT Trans Jateng. BRT Trans 
Jateng telah menyediakan berbagai alat untuk menyalurkan informasi 
terkait pelayanannya terhadap konsumen penggunanya dengan 
berbagai fasilitas yang ada seperti papan informasi yang tersedia di 
setiap halte, audio dan papan informasi elektrik yang tersedia disetiap 
bus yang menginformasikan terkait pemberhentian halte selanjutnya 
dan juga terdapat radio trans jateng yang tersedia, namun hanya 2 
halte yang terdapat radio trans jateng.
136
 Dalam kuosioner yang telah 
penulis bagikan berkaitan dengan kejujuran dan kebenaran pelayanan 
yang telah dilakukan oleh BRT Trans Jateng dari 100 responden 
semuanya menyatakan bahwa BRT Trans Jateng telah memberikan 
pelayanan yang jujur dan benar mengenai jasanya.  
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 Hasil Kuosioner yang penulis bagikan. 
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 Wawancara dengan Koordinator lapangan Pak Muhammad Nur di Kantor Pelayanan 








Langkah tersebut sebagai upaya penerapan dari Pasal 4 ayat 3 




“konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang 
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa yang akan konsumen gunakan”. 
 
Kemudian upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak BRT 
Trans Jateng terhadap pengguna jasanya yakni pengguna jasa dapat 
menyampaikan keluhan/komplain yang dialami dalam menggunakan 
moda transportasi BRT Trans Jateng. Terdapat berbagai macam cara  
yang dapat dilakukan oleh para penggunannya dalam menyampaikan 
keluhan/komplain diantaranya, pengguna jasa dapat menyampaikan 
keluhan dengan menggunakan sosial media yang tersedia milik BRT 
Trans Jateng, terdapat nomor whatsapp yang dapat di lihat oleh 
penggunanya di sekitar halte bus ataupun di dalam busnya sendiri dan 
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Dengan kata lain berarti apa yang dilakukan oleh pihak BRT 
Trans Jateng ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan 
perlindungan terhadap pengguna jasanya. Karena pihak BRT Trans 
Jateng telah menerapkan hak konsumen yakni hak konsumen untuk 
mendengar keluhannya dalam menggunakan moda transportasi BRT 
Trans Jateng seperti pada Pasal 4 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:
139
  
“hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan.” 
 
b. Keamanan  
Perlindungan konsumen berkaitan dengan keamanan adalah 
dengan memberlakukan atau melayani konsumen pengguna jasa BRT 
Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga secara benar dan tidak 
diskriminatif. Hal ini terbukti dengan hasil kuosioner yang penulis 
sebar berkaitan dengan kepuasan atau kejujuran dari BRT Trans 
Jateng dalam melakukan pelayanannya kepada konsumen atau 
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Operasional BRT Trans Jateng pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 08.50. 
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Dari hasil kuosioner yang telah penulis sebar dari 100 
responden semuanya menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan 
oleh pihak BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto Purbalingga benar 
dan jujur adanya.  
Selain itu untuk menjaga keamanan baik untuk penumpang 
perempuan maupun laki-laki pihak BRT Trans Jateng menerapkan 
kebijakan untuk memisahkan tempat duduk antara perempuan dan 
laki-laki, ini sebagai upaya untuk menghindari tindakan diskriminatif 
yang bisa terjadi terhadap penumpang dalam menggunakan moda 
transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto Purbalingga.
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Hal ini juga dalam rangka menerapkan Pasal 4 Ayat 7 Undang-
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Operasional BRT Trans Jateng pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 08.50. 
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“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskrimatif” 
c. Keselamatan  
Perlindungan konsumen berkaitan dengan keselamatan ini 
adalah BRT Trans Jateng dalam merekrut petugas atau crue yang akan 
bekerja sebagai karyawan atau petugas di BRT Trans Jateng terdapat 
berbagai syarat yang harus dipenuhi seperti usia minimal 20, memiliki 
kartu tanda penduduk atau KTP dan lain sebagainya, karena ini 
penting sebagai acuan calon petugas atau crue yang akan bertugas di 
BRT Trans Jateng.
142
 Selain itu seluruh petugas yang akan bertugas di 
BRT Trans Jateng juga harus melakukan training terlebih dahulu 
kurang lebih selama 3 bulan.
143
 
Secara keseluruhan BRT Trans Jateng telah memberikan hak-hak 
yang harus di dapatkan oleh para konsumen penggunanya walaupun 
masih ada penumpang yang merasa apa yang didapatkan tidak sesuai, itu 
karena faktor kendala teknis yang terkadang membuat BRT Trans Jateng 
dalam pelayanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, 
secara keseluruhan BRT Trans Jateng telah mengupayakan dalam 
menerapakan hak-hak konsumen yang telah di atur dalam UUPK. 
.  
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 Wawancara dengan Pramujasa mas Yusuf di Pool BRT Trans Jateng Terminal 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang dilakukan oleh penulis, 
maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen 
pengguna jasa BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga 
persepektif hukum Islam dan hukum Positif adalah sebagai berikut: 
1. BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga, sebagai pelaku 
usaha memberikan bentuk perlindungan konsumen pengguna jasanya yang 
menggunakan moda transportasi BRT Trans Jateng adalah bekerjasama 
dengan Jasa Raharja agar seluruh awak dan konsumen pengguna jasa BRT 
Trans Jateng memperoleh jaminan asuransi terhadap semua resiko 
kecelakaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan operasional BRT 
Trans Jateng, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada 
konsumen terkait kondisi jasa yang akan atau sedang konsumen gunakan, 
memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna moda transportasi 
BRT Trans Jateng dan terdapat jadwal keberangkatan dan kedatangan bus 
agar konsumen dapat memperkirakannya. 
2. Menurut Hukum Islam praktek jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng 
koridor 1 Purwokerto Purbalingga ini sah karena telah memenuhi rukun 
dan syarat yang terdapat dalam akad ijara>h. Dengan adanya akad ini 






pihak, sehingga mengharuskan untuk saling memenuhi hak dan 
kewajibannya masing-masing tanpa menimbulkan kerugian sebagai upaya 
untuk melindungi hak konsumen dan juga pelaku usaha. Hak dan 
kewajiban tersebut diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng koridor 1 
Purwokerto-Purbalingga sama dengan transaksi pada umumnya, yaitu 
melindungi hak-haknya, hak yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dan juga hak yang terdapat dalam hukum 
Islam yakni hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan, hak atas 
informasi yang benar, jujur dan jelas, hak untuk mendapatkan nilai tukar 
yang sesuai. Dalam Islam baik konsumen maupun pelaku usaha harus 
menjauhi aktivitas mu’amalah yang dapat merugikan atau membahayakan 
kedua belah pihak, karena dalam Islam madharat itu harus dihilangkan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil dari uraian hasil dan analisa penelitian yang telah 
dideskripsikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa, BRT Trans Jateng 
sudah selayaknya memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada 
konsumen pengguna jasanya.  Dengan bertindak sebaik mungkin, hal 
tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
pelaku usaha. Dan pada akhirnya kepercayaan konsumen dalam 






sebagai sarana transportasi akan meningkat dan dapat menjadi pilihan 
utama masyarakat dalam menggunakan moda transportasi. 
2. Tindakan aktif dari petugas perlu ditingkatkan. Ini adalah salah satu upaya 
yang dilakukan dalam menangani konsumen-konsumen yang tidak sadar 
akan hak-haknya sebagai konsumen dan yang tidak menyadari bahwa 
mereka telah melanggar hak konsumen lain atau melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam BRT Trans Jateng. 
3. Konsumen sendiri perlu bertindak aktif dan kooperatif  akan hak-haknya 
yang mereka miliki dan harus tau bagaimana memperjuangkannya, dengan 
tetap  memperhatikan akan hak-hak konsumen lain. Hal ini agar keamanan 
dan kenyamanan konsumen dapat terus dimaksimalkan 
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Hasil kuosioner yang telah disebar selama kurang lebih 2 minggu. Dalam 
peneltian ini yang menjadi responden adalah 100 pengguna jasa BRT Trans 
Jateng sebagai sarana transportasi dengan jumlah responden laki-laki 31orang 
dan perempuan 69 orang. 
1. Profil Respondeng berdasarkan pekerjaan 
Gambar 4.1 
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Berdasarkan hasil kuosioner yang penulis bagikan yakni umur antara 
17-21 tahun sebanyak 30 orang, 22-26 Tahun sebanyak 56 orang, 27-31 
Tahun sebanyak 7 orang, 32-36 Tahun sebanyak 4 orang dan umur 37 tahun 
ke atas ada 3 orang. 
3. Respon responden kuosioner 
Gambar 4.3 
 
Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner jumlah responden yang 
sering menggunakan moda transportasi BRT Trans Jateng koridor 
Purwokerto-Purbalingga sebanyak 8 % yang cukup sering 45 % dan yang 







Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner 100 % dari responden 
merasa pihak BRT Trans Jateng telah memberikan pelayanan yang jujur dan 
benar dalam memberikan jasanya. 
Gambar 4.5 
 
Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner terkait informasi yang di 
sampaiakan oleh pihak BRT Trans Jateng 75 % responden menyatakan 
informasi yang disampaikan jelas sedangkan 25 % merasa informasi yang 
disampaikan kurang jelas. Dari jawaban responden hal ini membuktikan 
bahwa masih terdapat penumpang yang merasa informasi terkait pelayanan 









Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner sebanyak 98 % responden 
menilai bahwa ongkos yang di bayarkan sesuai dengan apa yang didapatkan 




Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner yang di sebarkan sebanyak 
10% pernah memberikan atau mengalami keluhan/komplaim terkait 









Terkait keluhan/komplain yang pernah dilayangkan oleh penumpang 
sebanyak 10 orang merasa pihak BRT Trans Jateng telah menindaklanjuti 
terkait keluhan/komplain yang disampaikan dan 1 merasa keluhannya telah 
diabaikan oleh pohak BRT Trans Jateng. 
Gambar 4.10 
 
Berdasarkan hasil penyebaran kuosioner yang disebarkan jumlah responden yang 
mengetahui Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang sebanyak  33.3% 
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